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WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

KEPUTUSAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR #1.2 TAHUN 2013

TENTAMNG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS PERKASA MAIDI
KECAMATAN OBA SELATAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan
pendidikan, Pemerintah Daerah Kota Tidore Hepulauan
periu memfasilitasinya melalui lembaga pendidikan dan
mﬁhmnﬁ dapat diberikan kepada lembaga pendidikan

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota
tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Perkasa
Maidi Kecamatan Oba Selatan: ;

Mengingat : 1. Undang-Undang MNomor 1 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten
Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten
Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi
Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun
2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4264);

2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tehun 2003
Momor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor74, Tambahan Lembaran Negara
o Republik Indonesia Nomor 4301);

4, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan  Dacrah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun -2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan UndEIIIE*UIJ.d,E.I?E
MNomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negaran Republik Indonesia Nomor 4844);
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5. Uﬂ?ﬂ-ng-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Fﬂnml_ﬂnsnn Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negars Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomeor 56 Tahun 1998 (entang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah MNomor 29 Tahun
1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomeor 4496);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4578];

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Izin Operasional A Sekolah Menengah Atas Perkasa Maidi
Kecamatan Oba Selatan.

: Pemberian Izin Operasional Sulmlnh ?ehama dimaksud
KEDUA pada diktum PERTAMA, adalah diberikan kepada Pengurus
Y Persatuan Maidi Desa Maidi Kecamatan Oba Selatan
Kota Tidore Kepulauan.
KETIGA . Kedudukan, tugas dan fungsi serta susunan organisasi dan tata

i Menteri
a SMA Perkasa Maidi mengacu pada Keputusan
ﬂdﬂmn Nasional Nomor ﬂﬁﬂf\"ﬂﬂﬂ'ﬂktﬂnuﬂg Pedoman

Pendirian Sekolah.
MPA Maidi
KEEMPAT -: Menugaskan kepada pengurus Yayasan Pemersatu
.+ Kecamatan Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan dan kepala
"% gekolah untuk melaksanakan kegiatan sekolah sesual dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,
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KELIMA , B_“J"ﬂ yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada pengurus Yayasan Pemersatu Maidi Desa Maidi
Kecamatan Oba Selatan Kota Tidore Kepulauan, dana Opersional
Sekolah (BOS) dan partisipasi masyarakat yang tidak mengikat
melalui komite sekolah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Dit#tapknh di Trdore

--_._ 1‘_._““5] 20 kﬂlt“ 2013

o, N

Tembusan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Mandikdasmen Kemdikbud di Jakarta:
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi:

'3. Inspektur Inspektorat Kota Tidore Kepulauan di Tidore:
4. Pengurus Yayasan Persatuan Maidi di Desa Maidi.
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